
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor47, Tambahan     Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara



Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5107)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);



20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4690 Tahun
2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Belanja Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

3. Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkah DBH adalah dana
yang bersumber dari pendapatan tertnetu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk
mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
pemerintahanan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
beriktunya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp.5.473.931.855.427,00 (lima triliun empat ratus tujuh
puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus
lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.954.341.221.233,00
(satu triliun sembilan ratus lima puluh empat milyar tiga ratus
empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus
tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.1.487.726.538.148,00 (satu triliun empat
ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta
lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan
rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.47.219.957.500,00 (empat puluh tujuh
milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah).



(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.64.104.210.166,00 (enam puluh empat milyar seratus empat
juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.355.290.515.419,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar dua
ratus sembilan puluh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus
sembilan belas rupiah).

Pasal 5

Rincian anggaran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain–lain pendapatan asli
daerah yang sah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, ayat 3,
ayat 4 dan ayat 5 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar
Rp. 5.528.931.855.427,00 (lima triliun lima ratus dua puluh delapan
milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh
lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga;
d. Belanja transfer

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.048.470.998.641,00 (empat
triliun empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta
sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat
puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.522.993.945.344 (satu triliun lima
ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga
juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga empat
puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.118.701.905.618,00 (satu
triliun seratus delapan belas milyar tujuh ratus satu juta sembilan



ratus lima ribu enam ratus delapan belas rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.1.631.860.720,00 (satu milyar enam
ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 1.396.221.410.359,00 (satu triliun tiga
ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta
empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp. 8.921.876.600,00 (delapan milyar
sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh
enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 8

Rincian anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja
subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada pasal 7 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

( 1 ) Anggaran Belanja Modal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b direncanakan sebesar Rp. 774.061.414.582,00 (tujuh
ratus tujuh puluh empat milyar enam puluh satu juta empat ratus
empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang
terdiri dari :
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

( 2 ) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima
puluh juta rupiah).

( 3 ) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 248.561.023.243,00
(dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh
satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

( 4 ) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.178.594.663.157,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar lima
ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu
saratus lima puluh tujuh rupiah).



( 5 ) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.324.096.128.688,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar
sembilan puluh enam puluh juta seratus dua puluh delapan ribu
enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

( 6 ) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.759.599.494,00 (dua
puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus
sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat
rupiah)

Pasal 10

Rincian anggaran belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan
Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan
ayat 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah).

Pasal 12

( 1 ) Anggaran Belanja transfer  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf d direncanakan sebesar Rp.696.399.442.204,00 (enam ratus
sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan
juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah),
yang terdiri dari  :
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

( 2 ) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.696.041.354.704,00 (enam ratus
sembilan puluh enam milyar empat puluh satu juta tiga ratus lima
puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).

( 3 ) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.358.087.500,00 (tiga ratus lima
puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13

Rincian anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), yang
terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.65.000.000.000,00
(enam puluh lima milyar rupiah), merupakan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

(2) Rincian sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud ayat 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah), yang merupakan penyertaan modal
daerah.

(2) Rincian penyertaan modal daerah sebagaiman dimaksud pada ayat
1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan  bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar
Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan
Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada DaerahPerbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.



Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di  Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135


